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ABSTRAK 

 

Pungutan liar semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan 

keuntungan semata. Pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 di Sei Panas Kota Batam ini menjadi perhatian publik 

nasional. Namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah 

rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit 

nantinya dalam proses pembuktian. Atas hal tersebut terdapat permasalahan hukum 

yang ingin penulis kaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana peranan Kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan Apa kendala yang dihadapi 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar tersebut. Untuk 

mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menganalisis permasalahan diatas penulis 

menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan pengamatan 

langsung dengan narasumber atau sumber hukum yang dapat dipercaya, baik itu 

dengan wawancara atau mengambil data langsung. Hasil penelitian yang penulis 

dapatkan penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan 

khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai 

dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara mendatangi 

kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar sesuai dengan 

pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan tersangka 

kedapatan pada saat itu juga, bukanlah dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti 

yang dituliskan dimedia informasi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam 

melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat 

dan Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan himbauan kepada setiap instansi 

mengenai sanksi hukum dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman 

terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum. 

 

Kata kunci: Kepolisian, Pungutan liar, SMPN 10 
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ABSTRACT 

Illegal levies are increasingly being carried out by various unscrupulous individuals 

for the sake of profit only. This illegal levy occurred in one of the schools at the State 

Junior High School 10 in Sei Panas, Batam City, which has caught the attention of 

the national public. However, law enforcement in cases of extortion is quite 

complicated because it is systematically designed in such a way that it will be difficult 

to prove it later. Regarding this, there are legal issues that the author would like to 

examine in more depth about how the police play a role in overcoming illegal 

extortion crimes and what obstacles are faced by the police in overcoming these 

illegal extortion crimes. To get more valid results in analyzing the above problems, 

the writer uses empirical legal research method which is direct observation with 

reliable sources or legal sources, either by interviewing or taking direct data. The 

results of the research that the author got an investigation into the case of SMPN 10 

Batam City, which has special authority to the Special Criminal Investigation Unit in 

Unit 2 for investigation activities, in accordance with the authority of the police duty 

by visiting the teacher's house who is suspected of committing illegal extortion in 

accordance with the provisions of the Criminal Code Article 1 Paragraph (19) 

concerning being caught in the hands of a suspect being caught on the spot, is not 

referred to as a catch operation as stated in the information media. The obstacles for 

the police in committing this illegal extortion crime are: Lack of information from the 

public and Efforts that can be made to provide an appeal to each agency regarding 

legal sanctions and to carry out patterns of prosecution or punishment of the 

perpetrators of extortion based on legal provisions. 

 

Keywords: The Police, Illegal extortion, SMPN 10 
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BAB Ii 

PENDAHULUANi 

 

 

 

1.1. ILatar Belakang7 

 

Negara Indonesia tentunya sebagai dari negara yang sedang berkembang 

sangatlah memerlukan pembelajaran dan proses pada sistem tatanan hukum nasional 

yang panjang, untuk memajukan proses segala perkembangan di berbagai bidang 

segala sektor. Dengan memberikan sebuah masukan bahwa adanya landasan 

konstitusional pada “Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara” sangat 

memberikan dampak positif. Bahwa Pancasila sebagai idelogi dan dasar negara sudah 

menjadi kesepahaman bersama bangsa. Dengan ini tercermin dari makna dan 

penggalian setiap prosesnnya. Sejarah melihat tiap tiap prosesnya, bahwa tantangan 

yang dilaluinya tidak mudah, bukan juga dikarenakan dari makna-makna yang 

didalamnya itu sendiri juga, akan tetapi lebih lagi mengacu pada inkonsistensil dalam 

sebuah realisasinya dimasayarakan untuk menerapkannya. Makna dari penerapannya 

ini akan mempunyai yang berperan unntuk diperlukan dalam berkehidupan hari-

harinya, untuk itu jawaban untuk sebuah ideologi Pancasila itu tidak bisa di ubah 

karena dengan prosesi pengamalannya kita dituntut dalam sehari-harinya. Tentu 

dengan itu bisa dapat diwujudkan dengan semangat untuk membina dan 

pengembangan hukum dalam nasional itu dasari juga degnan nilai-nilai yang di pakai 

di masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga pada makna-makna yang 
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terkandung yang berkembang lainnya dengan sesuai pada kultur di masyarakat kita. 

(Adhayanto, 2015)  

Pancasila juga merupakani sumberi dari siegala isumber hiukum yang iada di 

negara iIndonesia, dikarenakan segala sesuatu iyang berkaitan dengan kehidupan 

seharinya tercemin dari budaya yang ada di masyarakat untuk itu dilandaskan dengan 

berpatokan pada Pancasila. Atas segala perbuatan dalam masyarakat juga di dasarkan 

dalam hukum. Seperti yang kita ketahui di dalam Pancasila terdapat lima isila, 

terutama dalam isila ke lima iyaitu “keadilani ibagi iseluruh irakyat iIndonesia”, makna 

dalami sila ini haruslah bersikap adil, dan ihal-hal yang merugikan bagi ikepentingan 

umum dijauhkan. (Dosenpendidikan.com, 2020b)  

“Pada iperoses dari kelenajutan masa lalu bahwa idengan hadirnya Pancasilai 

sebagaii isegala isumber ihukum iditentukani oleh isetiap rezimi yang iberkuasa, iketika 

irezim iorde ibaru iberkuasa isecara isaat iitu iiPancasila iimenjadi idogma istatis karena 

dikultuskan dengan imenerapkan iPancasila idan iUndang-Undang iDasar i1945 isecara 

murnii dan ikonsekuen. iPasal i2 iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2006 Tentang 

Kewarganegaraan menyebutkan: 

Yangii       menjadi WNI ialah orang-orangi bangsai iIndonesiai aslii dani iorang-orang 

bangsai ilain iyangi disahkan idengan iUndang-Undang isebagaii wargai iNegara”.  

 

Bangsa Indonesiai asli artinya ialah masyarakat atau orangi-orang yang berasal 

dari keturunan maupun dari lahirnya yang menjadii wargai negarai isejak saat itu idan ia 

tidaki ipernah meinerima atas warga negara ilain aitas kemauannya isendiri, selanjutnya 
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untuk bangsa lain itu artinya yang telah ditetapkan atau menjadi sahnya seseorang 

dengan undang-undang ialah yang menerima atas status dari kewarganegaraannya 

dari hasil permohonan pindah warga negara(Malau, 2019). Dengan kata lain bahwa 

warga Negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang seperti halnya 

yang dikatakan oleh filsuf yang bernama Cicero yang adigiumnya menjelaskan “ iubi 

isocietas iibii iusi” yiang iartinya iadalah idimana iada imasyarakat idisitu iadai hukumi iyang 

imengaturnya. (Mien Rukmini, 2006) 

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin setiap warganya seperti yang 

tertuang dalam Pasal 1 Ayat Ke (3) idengan itegas imenyatakani “Negarai iIndonesia 

iadalah iNegara iHukum” akibat idari makna tersebut segala perbuatan, tingakah laku, 

pemikiran juga ada konsekuensinya tidak terlepas dari itu juga di benarkan yang 

menjadi hak-hak setiap warga negaranya dengan iperlakuan iyang isama setiap 

idihadapan ihukum. Hak tersebut tertuang idalam iPasal i28D didalam iUndang-Undang 

iDasar 1945 iyang iberbunyi: 

 “Setiapi orangi berhaki iatas ipengakuan, i jaminan, iperlindungan, dan kepastian 

hukuim yangi adil idan iperlakuan iyang samai di ihadapan ihukum”.  

Dengan jaminan seperti ini diharapkan akan menurunkan juga dengan itu 

bahwa suatu kondisi akan lebih membaik apabila suatu perekonomian, tingkat 

kriminalitas maka akan turun, memberikan persamaan hak dihadapan hukum tanpa 

adanya perbedaan antara setiap golongan, ras, etnis dan hal-hal lainnya akan untuk 

bahan pembeda, namun sudah seharusnya pada ayat ini dapat memberikan dampak 

hal yang lebih positif kedepannya. Dalam membicarakan kriminalitas atau juga 
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termasuk dalam kejahatann dengan tindakan atau perbuatan yang sangatlah ada 

kaitannya dengan seorang tersangka atau pada pelaku, maka setiap suku atau bangsa 

yang ada di mancanegara dunia memilikidari adat istiadatnya masing-masing yang 

sudah dari dulu diturun-temurunkan atau diwariskan dengan generasi pada tiap ke 

generasinya yang lain. Maka dari itu kepada siapa saja yang yang taat atau juga patuh 

pada adat dan istiadatnya tersebut juga untuk itu dia akan bersangkutran dengan 

sebuah pujian yang dianggap baik, dan apabila orang yang akan melanggar dari 

perintah-peruntah adat istiadatnya sendiri  maka dari itu dia akan bersangkutan juga 

dengan pandangan yang buruk dianggap pada masyarakat adatnya.(Ukas Ibrahim, 

2015)  

Di dalam kehidupan bermasyarakat bentuk pelaku kejahatan ini dikenal dengan 

sebutan preman. Dalam kata preman ini tidak ada batasannya. Karena preman 

tersebut biasanya yang dipergunakan iuntuk imerujuk ikepada ikegiatan isekelompok 

oirang yangi imendapatkain penghasilan iterutama idari ipemerasan maupun pemungutan 

uang liar kelompok atau pada individu lain. Menurut Irene Svinarky dalam Jurnal 

Cahaya Keadilan terkadang masyarakat sendiri juga mempunyai andil dalam 

melakukan kegiatan pungli, hal ini disebabkan karena syarat-syarat dari prosedur 

yang ada didalam Iinstitusi danI Ibadan Ilainnya yIang Iterkait, Itidak Idiikuti Isebagaimana 

Imestinya, Itetapi Imasyarakat Ijuga Iingin Iurusan Imereka Idiuruskan Idengan Iwaktu Iyang 

cIepat. Apabila masyarakat disalahkan, mereka suka memberikan alasan: institusinya 

yang sengaja membuat lama karena kami juga bekerja harus mencari uang jadi tidak 

mempunyai waktu untuk mengantri, selain tidak bisa datang pada saat mengurus 
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sesuatu dikarenakan  susah prosedur di dalam kepengurusan dan banyak alasan 

lainnya yang membuat masyarakat akhirnya mengambil jalan pintas. (Svinarky, 

2016) 

Pemahaman tentang pungutanI liarI memangI saat ini mIasih belumI Ibanyak 

dipahamiI Ioleh Isebagian Imasyarakat Imengenai IapaI yang Isebenarnya Ipengertian Idari 

Ipungutan Iliar Iitu Isendiri. Pengertian pIungutanI IliarI yIaitu, IadalahI pIerbuatan Iyang 

dilIakukan Ioleh seIseorang Iatau Ipegawai INegeri Iatau Ipejabat INegara Idengan IcaraI 

ImemintaI pembayaranI IsejumlahI Iuang Iyang Itidak Isesuai Iatau Itidak Iberdasarkan 

Iperaturan Iyang Iberkaitan Idengan Ipembayaran Itersebut. IHal Iini Isering Idisamakan 

dengaIn perbuataIn pemerasanI, penipuanI atauI korupsiI. 

Bahwa pungutanI liarI bila diIpahami adalah sIebagai Ipermintaan Isebagian Iuang 

Idari peIjabat negara atau Ibirokrasi di luarI Ipanjar Ibiaya yang Iperkara pIembayarannya 

diluar dIari pIanjar bIiaya yIang seharusnya dibayarkan. SedangkanI dengan Ipungutan 

liarI yang apabila t Iidak dibayarkan makaI akanI dikhaIwatirkan Iadanya dalamI kendala 

penyeleIsaian atau kesulitan penyelesaian data dalam administrasi yang sedang 

dilaksanakan calon pembuat data/dokumen.  

Pengaturan mengenai praktik pungutan liar pada awalnya yang sudah I Idiatur 

dalamI beberapaiPeraturan Perundang-Undangan dIalam melaksanakan kepastian 

hukum dan penegakan hukum seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

atauI IdisebutI Idengan (KUHP). Apabila pungutan liarnya dibuat atau dilakukan dengan 

kekerasana atau pengancaman secara kekerasan paksa maka pelaku dapat dijerat dan 

dikatakan sebagai Pemerasan yang di atur dalam KUHP Pasal 368, sementara apabila 
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aksi pungutan liar dilakukan oleh pegawai negere yang tidak dengan tepat pada  

ketentuan maka dapat dikenakan dengan Pasal 432 KUHP yaitu pejabat yang dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya. 

Permasalahan pungli menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam tulisan 

Irene Svinarky mengungkapkan bahwa apabila tersangka dari pungutan liar itu bisa di 

kenakan pasal KUHP akan tetapi IPelaku Ijuga Imungkin akan diIjerat dengam Pasali 

12e IUndang-Undang INomor 20 Tahun 2001 ItentangI IPemberantasan TindakI IPidana 

Korupsii yang disingkat dengan (TIPIKOR), kemudian Pasal 368 IKUHP Idengan 

Iancaman Ihukuman mIaksimal ISembilan Ibulan dan PIasal 4I23 IKUHP hIukuman 

Imaksimal Ienam Itahun Ipenjara. Tindak Ipidana korupsi khususnya di Indonesia, 

mengenai persoalan korupsi mIerupakan Isalah Isatu Ipersoalan Iyang Isangat Irumit. 

IHampirI Isemua Ibagian Idari Ikehidupan Isudah Iterjangkit Iwabah Ikorupsi Hal ini seperti 

korupsiI waktu, pungli ataupun korupsi yang sudah skalanya miliaran sampai 

triliunan. Sikap aparat I penegakI hukumi Idalam Imemberantas Ikorupsi tidIak puas 

untukI Imenahan gerus Iperbuatan Ikorupsi dikarenakan keinginan yang besar dari para 

pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang tidak bisa hanya disalahkan 

sepihak saja karena tidak mungkin terjadinya suatu tindak kejahatan apabila tidak ada 

kesempatan yang diberikan. (Svinarky, 2016) 

Bentuk dari tindak pidana korupsi salah satunya adalah perbuatan dari pungutan 

liar yang sering terjadi dimasyarakat, pada umumnyaitu bisa dilakukan oleh para 

orang-orang yang mempunyai dari peranan atau status atau jabatan penting dalam 

sebuah pemerintahan, temasuk juga oleh para pelaksaan layanan masyarakat. 



7 
 

 

Menyangkut aturan dari pungutan liar itu baru baru ini dikeluarkan oleh Peraturan 

Presiden Nomori 87I Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih PungutaniLiar. 

Aturan yang menyangkut tentang pungutanI liarI Iini merIupakanI Ibentuk dari Iantisipasi 

dampIak yIang dIitimbulkan oIleh pungutanI IliarI Iitu sendiri. Pungutan liar merupakan 

suatu pebuatan yang telah tidak asing lagi di telingan masyarakat. Walaupunn dalam 

aturan hukum KUHP tidak ada satupun di temukan menyangkut tindak pidana 

pungutna lair atau dari delik pungli secara tersirat, hanya saja di dapatkan dalam 

rumusan yang ada di pasal koruspi pada ayat 12 Huruf e Undang-Undang Nomori 20 

tahun 2001 yang asal muasal dari pada Pasal 432 di KUHP yang di rujukan dalam 

pasal 1 ayat (1) pada bagian huruf c undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang 

Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Pasal 12 Unndang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang seterusnya dirumuskan dengan 

ulang menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

Ada tigIa efek samping Iyang dapat Iditimbulkan Idari pemerasan ini. PeIrtama, 

pemerasan yangI tIerjadi diI Iinstansi dan lIembaga Iakan Imengganggu daIn membebani 

mIasyarakat. KedIua, Idalam Ikonteks Idunia usahaI Ijuga dapat Imempengaruhi Iiklim 

investasIi. OIrang yIang ingin berinvestasi diI IIndonesia tetapi deIngan terganggunya 

pemerasan Iini, dimanaI sIetiap Imengurus Isesuatu akan membuat nyaman, akan 

langgeng jika tidak diberi pengakuan dan dapat mengurangi minat investor. Ketiga, 

peningkatan pemerasan akan berdampak pada penurunan kewenangan 

hukum(Edwira, 2018). 
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Pelaku pugutan liar padaI Iumumnya Ihanya Imenangkap IIkemudianI melepaskan 

samaI Isekali IItidak Imendatangkan Imanfaat Ibagi pemberantasannya Ipemikiran Iini 

hanya Idapat Idijadikan Ibahan Ipemikiran Ibagi Ipengambil Ikebijakan Ibaik ditingkat 

pusat maupun Idi Itingkat Idaerah, Isehingga dengan Iharapan yang penuhI Itentang 

kondidi pada Imasyarakat agar dapat terjadinya kenyamanan, aman, tertib, dan 

tercapai transparansi. Semua ini tentunya tidak terlepas dari peran juga kepada 

masyarakat dalam melakukan partisipasi untuk membantu kepolisian dalam 

menegakan hukum dan melakukan untuk mengungkap aksi-aksi nakal dari pejabat 

yang menyalahgunakan ataupun memanfaatkan situasi yang terjadi dimasyarakat. 

Bahwa harapan atas kesemua ini adalah hal yang sudah sering dan tidak asing lagi 

bagi telinga masyarakat. 

Pungutan liar dalam hal semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum 

demi mendapatkan keuntungan semata dan tidak pernah melihat dari jerih payah 

dibalik seseorang dalam mendapatkan uang tersebut. Dalam kasus praktek pungutan 

liar ini pernah terjadi di salah satunya Kota Batam. Praktek pungutan liar ini terjadi di I 

salahI satuI Isekolah di Sekolah Menengah Pertama Negri 10 di sei panas. Pada praktek 

pungli tersebut yaitu  I    dalam Iproses pada IPenerimaan IPeserta IDidik IBaru atau disebut 

dengan (PPDB) di I SMPN I10 Kota IBatam ini Imenjadi Iperhatian publik Inasional. 

IndikasiI dari Ikecurangan IPPDB ini Isebenarnya Isudah Imenjadi kecurigaan pada 

masyarakat namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah 

rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit 

nantinya dalam proses pembuktian. 
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Pelaku dari pungli tersebut ada lima orang yang manjadi tersangka dalam kasus 

pungli penerimaan peserta didik baru, kelimanya adalah Kepala Sekolah Rahip dan 

Wakilnya Antonius Yudi Novianto, Seorang Guru Honorer Rita dan Staf Admin 

Mismarita juga berserta Ketua Komite Sekolah Baharudin. Kasus yang terjadi ini 

pada sabtu malam. Penangkapan Ketua Komite Sekolah Baharudin merupakan 

pengembangan dari rentetan kasus dari tertangkapnya Rorita, seorang guru honorer 

dan Staf Admin Mismarita sebagai admin.(BatamNews, 2018) 

Dari hasil penggeledahan dirumah Ketua Komite Sekolah Baharudin bahawa 

polisi telah menemukan uang tunai senilai ratusan juta dan belasan amplop berisikan 

uang dengan nama para calon siswa. Bahwa telah diketahui pada pemeriksaan awal 

jika uang tersebut telah mengalir dibeberapa guru dan pihak sekolah lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan hukum yang penulis tertarik dalam 

mengangkat topik tersebut menjadikan sebuah tulisan dalam skripsi ini dengan 

pengkajian yang lebih mendalam terhadapa permasalahan diatas yang Iberkaitan 

Idengan Iberbagai Imacam Itindak Ipidana Iyang Idilakukan Ioleh ruang lingkup 

pendidikan di sekitaran Imasyarakat Kota Batam Iserta Iupaya dan peran kepolisian, 

untuk itu penulis menjadikan sebuah judul dalam bentuk penulisan ini yang berjudul 

“PerananI KepolisianI DalamI IMenanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di 

Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang)” 
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1.2. Identifikasi MasalahI 

DariI uraianI Ipermasalahan Idiatas Imaka Ipenulis menarik indetifikasi Iyang Iada 

dalam masalah-masalah tersebut yaitu: 

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Pungutan Liar di Kota 

Batam terjadi di SMP 10 dengan pihak Kepolisian Polresta Barelang. 

2. Pungutan liar tejadi di lembaga pendidikan di Kota Batam merupakan Operasi 

Tangkap Tangan. 

3. KurangnyaI informasiI tentangI Ipersyaratan Idan Ijangka Iwaktu Ipelaksanaan 

penerimaan siswa baru sehingga terjadi praktik pungutan liar. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tulisan ini menjadi tersusun juga memperoleh hanya fokus kajian, 

penelitian ini harus diberikan batasan penelitian sebagai berikut:  

1. Perbuatan yang masuk dalam kategori dari peranan kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam berdasarkan ketentuan hukum positif. 

2. Hubungan aparatur penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam. 

1.4. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan 

liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 
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2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui peran dari kepolisian Kota Batam dalam bagaimana 

menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan. 

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi 

tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam. 

 

1.6. ManfaatI PenelitianI 

Adapun dalam Ipenelitian Iini dapatI dimanfaatkanI Isebagai berikut : 

1.6.1. ManfaatI TeoritisI  

1. DalamI penelitianI iniI dapat diIharapkan Ibermanfaat untuk sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan pada konsep pungutan liar, terutama 

bagiI akademisiI danI praktisiI 

2. Dalam Ipenelitian Iini dapatI Idiharapkan bermanfaat sebagai ilmu Ipengetahuan 

kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa lainnya dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan pikiran pada khususnya dalam 

bidang ilmu hukum agar dapat menjadikan sebagai bahan refrensi. 



12 
 

 

3. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai untuk mendalami 

teori-teori serta memberikan landasan dasar penelitian lebih lanjut dalam 

mengembangkan pemikiran intelektual. 

1.6.2. Manfaat Praktis  

1. Dengan penulisan iniI diharapkanI bermanfaat bagiI kalangan Kepolisian Iyang 

sebagai Praktisi juga menjadikan untuk peningkatan dan pengembangan 

kemampuan, maupun kepada praktisiI Ihukum lainnya Iyang Isenantiasa 

Imemperjuangkan Ihukum pada INegeri Iini Idapat dikembangkannya manfaat 

dengan penelitian ini. 

2. Hasil dariI Ipenelitian Iini Isecara Ipraktis Idiharapkan Idapat Imemberikan 

kontribusi Iatau penyumbang pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan pungutan liar. 
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BAB IIi 

iTINJAUAN PUSTAKAi 

 

2.1. Kerangka Teorii 

2.1.1. ITinjauan Umum Tentang Peranan 

Peran adalah aspek dinamis dalam posisi suatu objek. Jika seseorang 

menjalankan haknya serta kewajiban selaras beserta jabatan, makanya dia sedang 

melakukan sesuatu kewajiban. Didalam artian peranan ialah suatu hal akan di 

harapkan di miliki ataupun diperoleh individu-individu akan menempati posisi yang 

makin jauh didalam hidup bermasyarakat, Peran adalah tanda kedinamisan dari 

kedudukan\status. Ketika seorang memenuhi haknya beserta kewajiban selaras 

beserta posisinya, ia berperan. Perbedaan jabatan dari peran merupakan kepentingan 

ilmiah yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan yang satunya bertumpu kepada yang 

lainnya begitu pula sebalikny, tidak adanya peran tampa jabatan ataupun jabatan 

tampa peran. Seperti halnya dengan jabatan atau jabatan tanpa peran. Seperti halnya 

posisi, kertas juga memiliki dua arti(S. Soekanto, 1986). 

Dari pendapat Horton dan Hunt, peranan merupakan tingkah laku yang di 

harapkan mengenai seorang yang memiliki pangkat. Berbagai peran yang dipadukan 

dengan yang dikaitkan dengan pangkat tersebut disebut sebagai panutan oleh Merton. 

Dalam kerangka yang lebih luas, organisasi komunitas, ataupun akan di sebut 

struktural sosial, di tentukan dengan sifat peranan tersebut, serta perhubungan antar 
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peranan tersebut, dan penyaluran bersumber dayanya yang jarang didapat diantara 

pihak yang memainkan. Dimasyarakat yang berlainan merumuskan, mengatur, serta 

menghargai aktivitasnya beserta jalan yang berlainan, sehingganya semua 

masyarakatnya mempunyai struktur sosial yang berlainan. Jika yang dimaksud 

dengan peranan ialah tingkah laku yang di harapkan orang lain didalam sesuatu status 

tertentu, makanya prilaku peranan merupakan peri laku yang sebenarnya mulai 

seorang yang menjalankan peranan itu. Peran peran dapat berlainan dari peri laku 

yang di harapkan karenanya sejumlah alasannya. Teori peranan menyerahkan 2 dua 

ekspektasi atas ekspektasi masyarakat terhadap mereka yang memiliki peran. Kedua, 

ekspektasi yang berperan pada orang lain yang memiliki hubungan dengannya dalam 

menjalankan perannya(Davud Berry, 1981). 

Sebagaimana bentuk perilakuan, peranan terdiri akan beberapa unsurnya, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Peran ideal, bagaimana dimaksudkan ataupun diinginkan oleh warga atas 

kedudukan khusus. Peranan menjelaskan tentang haknya serta kewajiban yang 

mengenai atas kedudukan yang khusus.  

b. Perana yang di laksanakan ataupun di kerjakan. Peranan yang seperti ini adalah 

yang sungghunya akan dibuatkan pada individu didalam penghidupan terang. 

Perana yang di lakukan didalam penghidupan nyata belum tentu saja berlainan 

akan peran ideal, ideal cuma ada didalam fikiran serta belum terealisasi didalam 

penghidupan yang sebenar.(S. dan B. S. Soekanto, 2013) 
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Masih dalam hubungannya akan peranan, Suhardono mengemukakan 

bahwasannya peranna didapat di jelaskan dengan beberapa macam, yakni: satu, 

menjelaskan historis: rancangan peranan kepada awal nya di pinjam dari golongan 

yang terkait dengan teater serta teater yang dikembangkannya di Yunani atau Roma 

kuno. Dalam hal ini, role berarti tokoh tersebut diperankan atau diperankan oleh 

seorang aktor di atas panggung dengan peran itu. Ke dua, artian peranan dari ilmu 

sosial, peranan didalam ilmu sosial adalah berfungsi yang dilakukan oleh seorang 

seketika menempati suatu jabatan dalam suatu strruktur sosial itu. Bersama-sama 

menempati posisi tertentu, seorang didapat menjalankan fungsi sesuai dengan 

posisinya(Patoni, 2007). 

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

Kepolisian adalah peralatan penegakan hokum didapat melindungi, menutupi, 

dan mencegah terjadinya kejahatan didalam penghidupan bermasyarakat. peristiwa 

ini selaras akan pandangan Rahardi bahwasan Polri adalah satu diantara 

penyelenggara fungsi pemerintahan dibidang ketertiban dan ke amanan bmasyarakat. 

Sebutan untuk kata kepolisian merupakan lembaga pemerintah ataupun lembga 

negara, sedangkan istilah polisi adalah lembaga dan fungsinya Sebagai lembaga, 

yakni lembaga pemerintahan yang berorganisasi serta berstruktur didalam lembaga 

negara. Sedang kan sebagai fungsinya, yaitu bertugas, wewenang serta 

tanggungjawab otoritas hokum untuk menjalankan fungsinya, antara lain menjaga 
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keamanan serta ketertiban umum, perlindungan penegakkan hukum, perlindungann 

serta penyelenggaraan pengabdian pada kemasyarakatan.(Sadjijono, 2010)  

Polisi Indonesia ataupun sering di singkat Polri terkait akan pemerintah 

merupakan salah satu fungsinya pemerintah negara dalam bidang menjaga keamanan 

serta ketertiban dimasyarakat, penegakkan hukum, dan perlindungannya., Melindungi 

serta mengabdi pada masyarakatnya, teruntuk kepentingan tujuan mewujud kan 

keamanan didalam negri, termasuk menjaga keamanan serta ketertiban umum, 

penegakan hukum serta ketertiban, melindungi, melindungi dan melayani 

masyarakatnya, ataupun ketentraman umum akan menjunjung tinggi ham. 

penjelasan Sadjijono sebagaimana kepolisian yang melaksanakan tugas sebagai 

pihak penegakan hukum kepolisian harus paham dasar-dasar aturan hukum yang 

dipakai untuk pembahan pertimbangan didalam pelaksanan tugas yakni:  

a. Asas legalitas, didalam mellaksanakan tugas sebagai penegakan hukum 

diharuskan tunduk pada hukum.  

b. Asas kewajiban, adalah wajibnya kepolisian didalam mengerjakan masalah 

didalam masyarakatnya dengan bersifat diskresi, dikarenakan sebelum di 

atur didalam hukum.  

c. Asas Partisipasi, didalam rencana pengamanan daerah masyarakat 

kepolisian menkoordinasikan pengamanan swakarsa bagi mewujud kan 

kekukuhan hukum di kalangan masyarakat.  

d. Asas Preventif senantiasa mengutamakan tindakan pencegahan mengenai 

akan penindakan pada masyarakat.  
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e. Asas Subsidiaritas, menjalankan fungsi pemerintahan lainnya, agar tak 

memunculkan masalah akan makin besar sebelum di tangani oleh institusi 

yang membidanginya(Sadjijono, 2010). 

Polisi mempunyai tanggungjawab akan menciptakan serta memelihara keadaan 

keamanan serta ketertiban didalam hidup bermasyarakat. Dari penjelasan oleh 

Soebroto Brotodosystemjo seperti yang di tulis oleh R. Abdussalam menyatakan 

bahwasan keamanan serta ketertiban merupakan keadaan tidak ada kerusakan ataupun 

kehancuran yang mengancam secara keseluruhan ataupun pribadi serta memberikan 

rasa kebebasan mengenai rasa takut ataupun cemas, oleh karena itu, adanya kepastian 

serta rasa kepastian. Mengenai memastikan, setiap hak ataupun situasi yang tidak 

melanggar standar(Abdussalam, 1997). 

Definisi polisi Sepanjang sejarah, pengertian polisi telah dipahami dengan 

berbagai cara, istilah polisi sekarang dan istilah pertama ditemukan dengan istilah 

yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya polisi ditemukan dari kata Yunani 

"politea", yang berarti seluruh pemerintahan kota-negara bagian. Pada kamus bahasa 

Indonesia W.J.S. Poerwodarmita mengemukakan bahwasannya, mengistilahkan 

Kepolisian mempunyai makna:  

1. Badan pemerintahan atau sekelompok pegawai negei yang menjalankan 

tugas memelihara keamanan serta ketertiban umum.  

2. Aparat pemerintahan dengan tugas menjaga keamanan serta ketertiban 

umum. 
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Undang-Undang tentang Polri, tidak lepas dari pembentukan pokok 

pemahaman Undang-Undang Kepolisian, adalah bahwa Undang-Undang tersebut 

mengurus tentang akan hal yang keterkaitan dengan polisi, baik sebagai polisi yang 

bertugas, sebagai badan, dan juga mengatur bagaimana badan-badan tersebut 

menjalankan tugas. Adapun objek akan hal hukum kepolisian dapat dilihat berikut 

ini:  

1. Tugas kepolisian  

Tugas kepolisian sebagai objek, diatur serta ditentukan didalam Undang-

Undang hukum Polisi.  

2. Hubungan kepolisian dengan tugasnya  

Ketika instansi kepolisian menjalankan tugasnya berarti instansi disebutkan 

telah aktif hingga akan muncul hubungan antar instansi serta tugas nya. Hubungan 

antar lembaga kepolisian dan tugasnya berbentuk "eksekusi". yakni undang-undang 

polisi menjelaskan bagaimana polisi menjalankan tugas dan kewenangannya. (Farouk 

Muhammad, 2003) 

 

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangii 

 Yang terdapat pada kamus Bahasa Indonesia artinya akan kata menanggulangi 

yaitu merujuk pada proses, cara, perbuatan dan lain-lain untuk menghadapi dan 

mengatasi. (Nasional, 2007) Dalam penelitian ini kata yang menanggulangi menjadi 

subjek yang merujuk pada kepolisian yang menanggulangi kejahatan pungutan liar, 
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hal ini juga diartikan sebagai dari proses atau cara untuk mengatasi juga dari 

pungutan liar yang sedang penulis teliti. 

2.1.4. Tinjauan iUmum iTentang iTindak Pidanaii 

Pelanggaran adalah perbuatan manusia yang dibangun menjadi hukum 

melawan hukum yang membutuhkan hukuman jika terjadi kesalahan. Orang yang 

melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut 

jika dia salah, orang yang bersalah jika tindakan tersebut dilakukan dari perspektif 

sosial pada saat kesalahan standar. orang itu berkomitmen(Hamzah, 2001). 

Kejahatan adalah menerjemahkan mengenai kata strafbaarfeits. Strafbaarfeits 

berasal dari bahasa Belanda, setelah itu tidak sedikit ahli memberikan banyak arti 

yang berbeda atau banyak definisi yang berbeda walaupun memiliki arti yang sama. 

Penjelasam Moeljatno, hukum pidana adalah bagian mengenai hukum umum yang 

boleh dipakai diseluruh nusantara, menetapkan dasar-dasarnya serta aturan akan:  

a. Memutuskan mana tingkahlaku yang tidak boleh di lakukan, dan di larang, 

dengan di sertai ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk 

barang siapa menyalahi larangan itu.  

b. Memutuskan kapan serta didalam hal apa akan pada mereka yang telah 

menyalahi perintah itu, dan dapat di lakukan ataupun di jatuhi pidana se 

bagaimana yang sudah di ancamkan.  
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c. Memutuskan beserta secara bagaimananya pidana itu dapat di laksanakan 

apabila ada seorang yang disangka telah melanggar perintah itu.(Tongat, 

2012)  

Mengenai masalah ini, Bapak Moeljatno menyampaikan bahwa beberapa hal 

akan tersangat penting didalam hukum pidana merupakan ketentuan bagi pelaku 

kejahatan dan pelaku. Jika kita berbicara lebih detail dari pada masalah pertama, 

maka dapatnya di katakan bahwasan didalam Undang-Undang, (yaitu hukum pidana, 

hukum pena) terdiri dari beberapa masalah utama: kesatu, akan hal prilaku yang di 

larang (penegakan penulis), dua, yang menyalahi Perintah. , dan ke tiga, terkait sanksi 

pidana bagi pelanggar. Dengan demikian, ada 3 isu berpokok akan berubahnya isu 

sentral hukum pidana yakni isu pemakzulan, tuduhan dan tuduhan. 

2.1.5. Tinjauan iUmum iTentang iPungutan Liari 

Menurut pengertian pada umumnya, pemungutan liar merupakan aktifitas 

yang menuntut beberapa uang ataupun barang di lakukan secara tidak teratur, tanpa 

izin resmi, serta di lakukan secara rahasia sejak pihak penegakan hukum. Pungutan 

atau pungutan ilegal adalah yang tidak dibebankan atau dipungut. Pemerasan 

(selanjutnya disebut pemerasan) bukan hal baru. Pemerasan berasal dari istilah biaya 

pengecualian, yang dapat di artikan sebagai paksaan pemungutan / pengumpulan 

uang. Oleh karena itu, pemerasan merupakan pelanggaran.(Sudut Hukum, 2017) 
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Istilah pemungutan liar atau biasa sebagai pemerasan hanyalah istilah politik 

yang kemudian dipopulerkan oleh pers. didalam dunia hokum (pidana) istilah ini 

tidak ditemukan. Kami belom pernah mendengar ada nya tindakan kriminal terhadap 

pemerasan atau pemerasan ilegal. Padahal, pungutan liar ialah ungkapan untuk 

seluruh berbentuk pemungutan informal, tanpa dasar hukum, sehingga pungutan ini 

disebut sebagai pendapatan ilegal (pungli). Dalam kiprahnya, pelaku pemerasan 

selalu di ikuti dengan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pihak 

yang rentan untuk kepentingan nya. 

Pungutan atau pungutan ilegal adalah pungutan di lokasi yang tidak diizinkan 

untuk memungut atau memungut biaya di situs atau untuk aktivitas yang tidak sesuai 

dengan peraturan. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai kegiatan menagih biaya 

atau meminta uang dari orang lain untuk pesta dan ini adalah pelanggaran atau 

pelanggaran. Pemerasan (selanjut nya di sebut pemerasan) bukan lah hal baru. 

Pemerasan bermula mengeni istilah biaya pengecualian, yang dapat di artikan 

menjadi paksaan pemungutan / pengumpulan uang. Oleh karena itu, pemerasan 

merupakan pelanggaran. (Lijan Poltak Sinambela, 2006) 

Pungutan liar adalah tindakan seseorang atau pejabat publik atau pejabat publik 

dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tak suai ataupun tidak sesuai 

dengan aturan yang ada kaitan dengan pembayaran yang dianggap pemerasan  (Moh. 

Mahfud MD, 1998). Padahal, pungutan liar merupakan panggilan untuk semua 

bentuk pemungutan informal, tanpa dasar hukum, sehingga pungutan ini disebut 

sebagai pendapatan ilegal (pungli). didaalam kiprahnya, pelaku pemerasan selalu di 
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ikuti dengan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap pihak-pihak yang 

rentan untuk kepentingan nya. (Wahyu Ramadhani, 2017) 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar, yang dimaksud dengan pendapatan ilegal ialah tingkahlaku 

yang dil akukan oleh pejabat publik ataupun pengelolanya demi kepentingan dirinya 

sendiri atau kepentingan yang melanggar hukum, ataupun dengan menyalah gunakan 

kekuasaan untuk memaksakan seorang memberi se suatu, membayar ataupun 

menerima potongan ataupun melakukan sesuatu untuk dirimu. Penulis menyimpulkan 

bahwa pendapatan ilegal adalah tindakan yang di lakukan oleh pejabat publik atau 

pejabat publik yang memiliki dan menyalahgunakan otoritas tertentu dengan 

keinginan untuk mendapatkan kompensasi dengan pelanggaran hukum, konsekuensi 

mental dan fisik bagi orang lain.(Hutapea, 2016) 

 

2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pendidikani 

 Pengertian pendidikan merupakan sesuatu cara dimana suatu negara 

menyiapkan angkatan muda nya bagi menjalan kan ke hidupan serta memenuhi arah 

ke hidupan menurut efektife serta efisien. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, 

karenanya didalam kenyataannya pendidikan merupakan sesuatu cara dimana sesuatu 

negeri ataupun negara membina ataupun mengembangkan kesadaran diri di antara 

individu/kelompok, dan kesadaran tersebut, sesuatu negeri ataupun negara dapat 

mewaris kan ke kayaan budaya ataupun pikiran pada generasi berikut, hingga jadi 
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inspirasi bagi mereka didalam tiap aspek penghidupan. berkenaan secara menyeluruh 

pengertian lembaga pendidikan merupakan sesuatu institusi ataupun tempat dimana 

cara dari pendidikan ataupun belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan 

didalam keluarga, sekolah ataupun di masyarakat. 

Lembaga pendidikan dapat di defenisikan sebagai sesuatu organisasi yang di 

bentuk agar mencapai tujuan tertentu yakni mentransfer ilmu pengetahuan serta 

budaya kepada individu agar mengubah tingkahlaku seorang menjadi lebih baik lagi 

untuk proses pedewasaan serta memperoleh ke hidupan yang lebih baik lagi di masa 

depan. Tujuan utama dari lembaga ini merupakan agar mengubah tingkahlaku 

perserta didikan menjadi lebihbaik melalui interaksi dengan lingkungan disekitarnya. 

Dengan kata lain, lembaga ini sangat di butuhkan oleh masyarakatnya karena dapat 

meningkatkan kwalitas hidup seorang. beberapa pendapat pihak ahli yang lebih 

memahami tentang arti dari lembaga pendidikan yakni Prof. Dr. Umar Tirtarahardja 

serta Drs. La Sula menyatakan bahwasan pengertian lembaga pendidikan merupakan 

tempat keberlangsungan pendidikan, khusus nya kepada tiga lingkungan utama 

pendidikan yakni keluarga, sekolah serta masyarakat. 

Kelembagaan pendidikan merupakan sesuatu badan yang berusaha mengelola 

serta menyelenggarakan kegiatankegiatan sosial, kebudayaannya, ke agamaan, 

penelitian keterampilannya serta ke ahlian, yakni didalam hal pendidikan intilektual, 

sipiritual, dan keahlian ataupunketerampilan. Sebagai tempat ataupun wadah dimana 

seseorang berkumpul, berkerjasama secara rasional ataupun sistematis, yang 

terencana, dam terorganisasi, terpimpin, serta terkendali dan sebagainya yang di 
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gunakan secara sangat efisien serta sangat efektifi demi mencapai tujuan 

pendidikannya.(Dosenpendidikan.com, 2020a) 

2.1.7. Penegakan Hukum 

Penegakkan hukum merupakan sesuatu usaha demi mengatasi kejahatan dengan 

cara kerasionalan, mencukupi rasa ke adilan serta berdaya guna. Didalam kerangka 

mengatasi kejahatan terhadap berbagai prasarana sebagai reaksi yang dapat di berikan 

pada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

di integrasikan satunya dengan yang lain nya. Apabila sarana pidana di panggil untuk 

mengatasi kejahatan, berarti yang di laksanakan politik hukum pidana, yaitu 

mengadakan pemilihan agar mencapai hasil perundangan pidana yang suai akan 

keadaan serta situasi kepada sesuatu waktu serta untuk masa yang akan datang. 

(Barda Nawawi Arief, 2002) 

Penegakkan hukum harus menjamin kepastian hukum, ketertiban serta 

perlindungan hokum daripada era modernisasi serta globalisasi saat ni dapat 

terlaksana, apabila berbagai di mensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, 

ke seimbangan serta keserasian diantara moralitas sipil yang di dasarkan akan nilai-

nilai aktual didalam bermasyarakat beradab. Sebagai cara kegiatan yang meliputi 

berbagai pihak termasuk masyarakat didalam rangka pencapaian tujuan merupakan 

keseharusan demi melihat penegakkan hokum pidana sebagai sesuatu sistim peradilan 

pidana. Penegakkan hukum sendirinya harus di artikan didalam kerangka beberapa 

bentuk, yakni seperti berikutnya :  
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a. Rancangan penegakkan hukum akan bersifat total (tootal eenforcement 

coencept) akan menuntuti bagi semua nilai yang ada dibelakang norma hokum 

tersebut di tegakkan tanpa terkecualinya.  

b. Rancangan penegakkan hokum yang bersifat penuh (fulls eenforcement 

conceept) dengan menyadarinya bahwasan rancangan total diperlu di batasi 

akan hukum acara serta sebagainya demi perlindungan kepentingan peroranga.  

c. rancangan penegakkaan hokum aktual (aactual eenforcement conceept) yang 

munculnya sesudah di yakini adanya diskresi didalam penegakkan hukum 

karenanya keterbatasan-, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, 

kwualitas sumberdaya manusia, kwualitas perundang undangannya serta kurang 

partisipasi dimasyarakat. (Reksodipuro, 1997) 

Indonesia merupakan bangsa hukum (rechts staats), makanya setiap pihak yang 

melakuka tindak pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatan melalui konsep 

hukum. Penegakkan hokum mengandung makna bahwasan tindakan pidana 

merupakan sesuatu perbuatan yang di larang akan suatu aturan hokum, dimana 

larangan tersebut di sertai dengan ancaman/sanksi dengan berupa pidana tertentu 

sebagai ditanggungjawabannya. didalam hal ini adanya hubungan akan azas 

legalitasnya, yang dimana tiada sesuatu perbuatan dapat di pidana melainkan telah di 

atur didalam undang-undang, makanya bagii barang siapapun yang melanggar 

larangan tersebut serta larangan itu telah di atur didalam perundangan, maka bagi 

pihak pelaku didapat di kenai sangsi ataupun hukuman, sedangkan ancamannya 

pidana di tujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang 



27 
 

 

erat pulak, makanya sesuatu pengertian bahwasan hukum pidana merupakan hukum 

yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusannya serta laranga 

terhadapnya akan pelanggarnya dan mengatur pelanggaran pelanggaran serta 

kejahatan-kejahatan akan kepentingan umumnya, perbuatan yang di ancam hukum 

yang merupakan ssuatu penderitan ataupun siksaan, selanjut ia menyimpulkan 

bahwasan hukum pidana itu bukanlah sesuatu hukum yang mengandung norma-

norma barunya, melainkan hanya mengatur pelanggaran pelanggaran serta kejahatan-

kejahatan akan norma hokum mengenai kepentingan umumnya.   

Penegakkan hukum ialah sesuatu usaha agar mewujudkan ide keadilannya, 

kepastian hukum serta manfaatan sosial menjadi nyata. Jadi penegakkaan hukum 

pada hakikat merupakan cara mewujudkan ide. Penegakkan hukum ialah cara di 

lakukannya upaya tegak ataupun berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman pelaku didalam lalu lintas ataupun hubungan hukum didalam kehidupan 

masyarakat serta kenegaraan. Penegakkian hukum adalah usaha untuk mewujud kan 

ide serta konsep konsep hukum yang di harapakan masyarakat menjadi nyata. 

Penegakkan hukum ialah sesuatu cara yang melibat kan banyak halnya. (Dellyana, 

1988) 

Dari pendapat Soerjono Soekanto, penegakkan hukum amerupakan kegiatan 

menyeraskan hubungan antar yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan 

nilai yang mantap serta mengejewantah serta sikap tindakan urutan rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidupnya. Penegakaan hukum secara konkret merupakan 
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berlakunya hukum positif didalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. 

akan karena itu, memberikan keadilan didalam sesuatu perkara berarti memutuskan 

hukum iin concereto didalam mempertahankan serta menjamin di aatinya hukum 

materil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan akan hukum formal 

nya. 

Pendapat Satjipto Raharjo penegakkan hukum pada hakikatnya adalah 

penegakkan ide ataupun konsep tentang ke adilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, 

serta sebagain. Jadi Penegakkan hukum adalah berusaha untuk mewujudkan ide serta 

konsep konsep untuk menjadi kenyataan. Hakikat nya penegakkan hukum mewujud 

kan nilai-nilai ataupun kaedah-kaedah yang dimemuat keadilan serta kebenaran, 

penegakkan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegakan hukum yang 

sudah dikenal secara konvensionaol, akantetapi menjadi tugas dari setiap orang. 

Meskipun demikian, didalam kaitan nya dengan hukum publik pemerintahlah yang 

bertanggungjawab. 

Penegakkaan hukum di bedakan akan beberapa hal, yakni:  

1. Dilihat dari sudut subjeknya: didalam arti luas, cara penegakkan i hukumi 

melibatkan semua subyek hokum didalam setiap dihubungan hukum. Siapa 

saja yang menjalankan aturan normatif ataupum melakukan suatu ataupun 

tidak melakukan suatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 

yang diberlaku, berarti dia menjalankan ataupun menegakan aturan hukum. 

Dalam arti sesempit, penegakan hukum akan di artikan sebagai upaya aparat 
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penegakkan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwasan 

sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya. 

2. Di tinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukum: didalam arti luas, 

penegakkan hukum yang mencakup kepada nilai nilai keadilan yang didalam 

nya terkandung bunyi aturan formil maupun nilainilai keadilan yang ada 

didalam masyarakat. didalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 

menyangkutkan penegakan peraturan yang formil dan tertulis. 

Penegakkan hukum adalah sesuatu usaha untuk mewujudkan ideide ke adilan, 

ke pastian hokum serta kemanfatan sosial menjadikan nyata. Jadi penegakkan hukum 

pada hakikat merupakan proses perwujudan ide. Penegakkan hukum ialah cara di 

akukannya upaya tegak nya ataupun berfungsi norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman pelaku didalam lalu lintas ataupun hubunganhubungan hukum 

didalam khidupan brmasyarakat serta bernegara. Penegakkan hukum adalah usaha 

untuk mewujudkan ideide serta konsep konsep hukum yang di harapakan rakyat 

menjadi kenyataan. Penegakkan hukum adalah suatu proses yang melibat kan banyak 

hal. 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistimik, maka penegakkan hukum pidana 

menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (Chriminal Law Ahpplication) 

yang melibatkan pebagai subsistem strukttural berupa pihak kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan serta pe masyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga 

penasehat hukum. Didalam hal ini penerapan hukum haruslah di pandang dari tiga di 

mensi: 
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1. Penerapan hukum di pandangi sebagai sistm i normatifei (Normative System)i 

yakni i ipenerapan isemua iaturan ihukum yang imenempatkan nilai isosial yang idi 

dukung akan sanksi ipidana. 

2. Penerapannya hukum di pandaing s iebagai isistim iadministratife (iAadministrative 

System) dengan mencakupi interaksi antar belbagai aparat penegakan i ihukum 

yang adalah sub sistim i peradilani di atas.  

3. Penerapan i ihukumnya ipidana iialah sistim sosial (Social System), didalam artian 

bahwa, didalam imendefinisikan itindakan ipidana harusnya ipula idi perhitungkan 

ibelbagai pirspektif pikiran yang ada didalam lapisan i bermasyarakat i. 

Faktor-faktor yang mempengaruhii penegakaani hukumi oleh Soerjono Soekanto 

yaitu : (Soerjono Soekanto, 2004) 

1. Faktor Hukumi  

Praktiknya penyelenggara hukum i dilapangan adakah kalanya terjadi 

pertentangan antar kepastian hukum serta keadilan, hal ini di sebabkan akan 

konseps keadilan ialah sesuatu rumusan yang sifat abstrak, sedangkan 

kepastiani hukumnya i adalah sesuatu prosedural yang telah di tentukan isecara 

inormatif. Justru itu, suatu kebijakannya ataupun tindakannya yang tidak 

sepenuh nyai ididasarkan ihukum adalah suatu yang dapat di benarkan 

sepanjang kebijakannya ataupun tindakannya itu tidak bertentangan dengan 

hukumnya. Maka pada hakikat penyelenggaraan hukumnya bukanlah hanya 

mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karenanya 

penyelenggaraan hukum sesungguh nya i merupakani carai penyerasiani antar 
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nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang tujuan untuk mencapai 

perdamaian. 

2. Faktor Penegakan i Hukumi  

Fungsinya hukum i, mentalitasi ataupun ikepribadian ipetugas ipenegakan 

hukum memainkan peran penting, kalaulah peraturan sudah baik i, itetapi 

kwualitas petugas kurang baik, adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu 

kunci keberhasilan didalam penegakkan hukum ialah mentalitasnya ataupun 

kepribadian penegakan hokum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas i Pendukung i 

Faktor sarana ataupun fasilitas i pendukungnyai mencakupi iperangkat lunak 

serta perangkat keras, salah satu contohnya perangkat lunak i ialahi 

ipendidikannya. Pendidikan yang di terima oleh kepolisian dewasa ini 

cenderungi ipada hal hal yang praktis konevensional, sehingga didalam 

banyak hal polisinya mengalami hambatan didalam tujuannya, di antaranya 

merupakan ipengetahuan tentang kejahatan computer, didalam tindakan 

pidana kusus yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal 

tersebut karenai secara tehnis yuridis kepolisian dianggap belum mampu 

serta belum i siapnya i. Walaupun disadari pula bahwasannya tugas yang harus 

di emban oleh kepolisian begitu luasi serta banyak. 

4. Faktor Masyarakat i  

Penegakan hukum iberasal idari imasyarakat dengan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian didalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat ataupun 
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kelompok sedikit banyak mempunyai i kesadaran hukumnya. Persoalan yang 

timbul ialah taraf ke patuhan hokum, iyakni kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedangkan, ataupun kurangnya. Ada i derajati ikepatuhan hukum dimasyarakat 

terhadap hukum, adalah salah satu indikasi berfungsi nya ihukum yangi 

ibersangkutan.  

5. Faktor Kebudayaani 

Berdasarkan konsep ke budayaan sehari hari, seorang i begitui isering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan i akan pendapat Soerjono 

iSoekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi imanusia serta 

masyarakat, yakni mengatur agar manusianya dapat mengerti sebagaimana 

seharus dalam bertindak, berbuat, serta menentukan sikap kalaupun i imereka 

berhubungan dengan seorang lain. Dengan demikianlah, kebudayaan 

imerupakan sesuatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan 

iperaturan mengenai apa yang harus di lakukan, serta apa yang 

dilarangnya.(Soerjono Soekanto, 2004) 

 

2.2. Kerangka Yuridis i 

2.2.1. Undang-Undangi Nomori 1 Tahun i 1946 Tentangi iPengaturan iTindak 

Pidanai 

iKUHP hingga hari ini masih di gunakan oleh Negara Indonesia yang berasal 

dari Weetboek van Setrafrecht voeor Neederlandsch-Indiee bikinan pemerintahan 

negara Belanda. Wethboek van Sthrafrecht vuoor Nedeerlandsch-Indiee ini di 

undangkan melalui Staatsblad (lembar negara) Kemudian pada tanggal 26 Februari 
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1946, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang ini yang kemudian di jadikan 

dasar hukum perubahan Whetboek vaan Sthrafrecht vohor Netherlands Indie 

menjadikan Whetboek van Sthrafrecht (WvS), dengan kemudian di kenal dengan 

nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

KUHP hanya berlaku diwilayah Jawa serta Madura. Hal ini sesauai akan Pasal 

XVII Undang-Undang No 1 tahun 1946 juga didapati kepastian akan menyatakan 

bahwasan: “Undang-Undang ini akan berlaku untuk Pulau Jawa serta Madura pada 

hari di umumkannya serta untuk daerah lain pada hari yang akan di tetapkan oleh 

Presiden.” 

diberlakukaan KUHP untuk seluruh wilayah Negara Kesatuab Republik 

Indonesia baru di lakukan daripada 20 September 1958, setelah di terbitkan Undang-

Undang No. 73 tahun 1958, akan menegaskannya kembali berlaku Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1946 bagi seluruh diwilayah Republik Indonesia. 

Adapun akan di nyatakan didalam Pasal 1 Undang-Undang No 7 tahun 1958 

dengan bunyi: “Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang 

Peraturan Hukum Pidana di nyatakan berlaku bagi seluruh diwilayah Republik 

Indonesia.” Dengan di berlakukannya UndangUndang tersebut sah menjadikan 

sebuah peraturan yang melekat di negara Indonesia yang semakin memperketat 

rakyatnya dari segala tindak atau bentuk kejahatan guna meminimalisirkan suatu 

perbuatan yang tidak diinginkan sebagai keperluan dari tuntutan masyarakat, dengan 

itu seiring dengan perkembangan jaman perubahan dan penambahan semakin 
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ditingkatkan demi perbaikan-perbaikan sistem hukum di Indonesia mulai dari 

pembentukan setiap Undang-Undang menjadi di tetapkan, sebagai penganti dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun bukan berarti menghilangkan Kitab 

Hukum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri melainkan di perbaharui mulai 

dari kekosongan hukum sampai dengan penerapan yang baru menjadi suatu norma 

lingkungan masyarakat Indonesia. 

Penerapan KUHP tidak hilang sejak suatu hukuman yang sering terjadi pada 

pejabat pemerintahan sehingga tidak luput juga pejabat melakukan kesalahan maupun 

kelakuan dengan dirugikan sesorang lainnya, didalam hal ini pengaturan dari itu 

diatur juga mengenai perbuatan pada pejabat negara, baik secara KUHP di kutip 

serupa ada dengan menjuntokan bersama perundangan yang baru. 

2.2.2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Jaman Hindia Belanda Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata 

cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan 

pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah 

sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri 

memang berkantor “Hoofd van de Dienst der Algemene Politie” yang hanya bertugas 

di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah 

Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian. 
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Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten 

residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa 

agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, 

seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi 

pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. 

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan 

pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak 

diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris 

van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti 

mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek 

peradilan pidana terdapat perbedaan kandgerechtdan raad van justitie. 

Berakhirnya era orde baru pada tahun 1998 yang diawali dengan tuntutan 

reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah berdampak luas 

terhadap eksistensi lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satu 

tuntuan reformasi tersebut yakni penegakkan hukum, HAM dan pemberantasan KKN. 

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, kepolisian harus mandiri, bebas dari 

intervensi dan bersifat independen. Sehingga perlu adanya peraturan perundang-

undangan yang dapat menjamin terlaksananya penegakkan hukum oleh kepolisian. 

Munculnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang 

Polri seakan menjawab tuntutan reformasi. Kedudukan Polri yang berada dibawah 

Presiden dan proses pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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(Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dan 

setelah mendapat persetujuan DPR, diupayakan dapat membentuk kepolisian yang 

mandiri, independen dan bebas dari intervensi. 

Kepolisian baik sebagai fungsi maupun sebagai organ berada pada domain 

pemerintah atau negara, berimplikasi terhadap baik dan buruk kepolisian dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap citra negara. 

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang meletakkan pemerintahan 

ada ditangan rakyat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau rakyat 

yang berdaulat, maka dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) 

rakyat memegang fungsi pengawasan (control) oleh karena itu tugas-tugas kepolisian 

yang sangat dekat dengan rakyat dan objeknya adalah rakyat atau masyarakat akan 

mudah dikontrol dan dinilai oleh masyarakat. Sehingga kontak nyata antara polisi dan 

masyarakat ternyata akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat 

terhadap polisi. 

Peran kepolisian dalam proses penegakkan hukum khususnya sebagai 

komponen dari Sistem Peradilan Pidana sangat strategis. Maksudnya bahwa dalam 

proses penegakkan hukum, kepolisian harus dapat menjamin keamanan warga 

masyarakat, dapat menjamin keadilan, sehingga tercipta peradilan yang jujur, 

bertanggungjawab, etis dan efisien yang tujuan akhirnya dapat menumbuhkan 

keparcayaan dan respek masyarakat terhadap hukum. 
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Status kepolisian sebagai komponen dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat 

dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Sebagai 

penyelidik dan penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana, kepolisian dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang dituntut harus profesional. 

Kepolisian juga berperan dalam menentukan kebijakan kriminal. Kebijakan 

kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan 

kejahatan, maka Polri dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan 

pidana dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang sebaiknya diambil 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lain halnya apabila kebijakan 

legislatif/formulatif dalam rangka menyusun perundang-undangan untuk 

memberantas kejahatan/tindak pidana, maka kebijakan tersebut akan ditentukan oleh 

badan legislatif. Namun demikian dalam penyusunan kebijakan legislatif, Polri dapat 

saja dilibatkan. Keterlibatan Polri dalam penyusunan kebijakan legislatif hanya 

sebatas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan penetapan atas 

kebijakan legislatif tetap berada pada badan legislatif. 

Fungsi pemerintahan yang diemban oleh kepolisian berupa tindakan nyata 

dalam menjalankan penegakkan hukum preventif maupun represif, memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan tindakan 

mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dalam rangka menjaga, 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat sangat 

diperlukan dalam negara dan sangat erat hubungannya dengan keamanan masyarakat, 
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maka diperlukan dan harus ada suatu alat perlengkapan negara yang ditugaskan 

khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri tersebut, yakni jawatan 

kepolisian. 

Sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia, 

kepolisian selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada didalam 

masyarakat. Sehingga baik atau buruk dalam mengatasi permasalahan tersebut 

bergantung pada profesionalisme anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

Momentum reformasi yang menghendaki pemerintahan yang baik (good 

governance) dimanfaatkan oleh kepolisian dalam mereformasi diri terhadap 

perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Langkah yang diambil yakni 

dengan membentuk kode etik kepolisian dan diberlakukan bagi setiap anggota 

kepolisian melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juni 

2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

mencakup tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Kode 

etik tersebut merupakan suatu landasan etika moral yang bersumber dan berpijak 

pada good governance dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Kode Etik Profesi 

Kepolisian merupakan pengejewantahan dari good governance. 
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iiBAB III 

iMETODEi iPENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian i Empirisi 

Penelitian hukum empiris merupakan sesuatu langkah meneliti hukum dengan 

digunakan data empiris akan di ambil mulai prilaku seseorang, baik prilaku verbal 

dengan di peroleh sejak tanyajawab ataupun prilaku sebenarnya menempuh observasi 

berlangsung. Pengkajian eksperimental selalu di gunakan akan melihat perolehan 

prilaku seseorang berbentuk relik dan arsib. Menurut sifat pengkajian yang penulis 

gunakan adalah peneliti deiskriptif, secara spesifik penelitia deiskriptif merupakan 

pengkajian dengan usaha mendiskripsikan sesuatu gejala, peristiwa, ataupun kejadian 

akan terjadi. Penelitian deiskriptif memfokuskan perhatiannya pada masalahnya dunia 

nyata disaat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deiskriptif, penelitia mencoba 

mendesikripsikan kejadian serta kejadian sebagai pusar perhatiannya dantanpa 

mengasihkan penanganan khusus pada kejadian itu. Variabelnya dengan dipelajari 

bisanya tunggal (satu variabel) dan bisanya melebihi dari beberapa variabel. (Mukti 

Fajar dan Yulianto Achmad, 2010) 

Penelitian deskriptif merupakan ciri-ciri penelitian dengan tujuan sebagai 

penyajikan keterangan besar dari suatu konteks sosial atau untuk menemukan dan 

memperjelas sesuatu fenomena ataupun kenyatan sosial akan mendiskripsikan 

beberapa variabel akan berkaitan beserta suatu permasalahan, subjek serta unit yang 

akan dikaji diantara fenomena tersebut. Sedang di uji. Dengan penelitian ini penulis 

 

36 



41 
 

 

mengajukan suatu permasalahan yang sedang dikaji dari suatu kasus yang sedang 

berlangsung di kota batam yaitu tentang pemerasan di lembaga pendidikan yang 

digunakan oleh penulis. Studi kasus merupakan jenis studi yang membahas secara 

detail suatu masalah dan mempunyai batasan-batasan tertentu seperti program, event, 

kegiatan, perusahaan, dll. yang penulis simpulkan merupakan titik temu dari masalah 

yang penulis teliti.(Ali, 2015) 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Saat melaksanakan pengkajian, peneliti menyatukan data akan di bagi menjadi 

beberapa kategori, data primer serta data sekunder. Data primer adalah data dengan 

diperoleh sejak sumber tanyajawab serta observasi pada tempat yang relevan akan 

permasalahan peneliti. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh sejak 

dokumen perpustakaan.(Ali, 2015) 

3.2.1. JenisI IData 

DidalamI Imelaksanakan Ipengkajian Ihokum Iempiris Ipeneliti Imengenakan Iciri 

IdataI Iyang Iakan Idiambil Ioleh Ipeneliti Iagar Idi kelola Inanti nya Imenjadikan Ibeberapa 

Ibhal Iyakni Idata Iprimer Iserta Idata Isekunder Iyang Idapatnya Idi uraikan Idibawah ini: 

1. ISumber IData Iprimer 

IData IPrimer IIadalah Isuatu data Iyang Idi dapatkan secara Ilangsung 

Imenempuh Itanya-jawab Ibersama Iinforman, Imengamati Idi suatu lokasi Iatau 
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Ilaporan Idengan Idi dapat diIdalam Idata Ibelum Iresmi Iyang Iakan Idi teliti Ioleh 

Ipeneliti. (Ali, 2015) 

2. DataI sekunderI 

DataI IIsekunder Iadalah IIdata Iakan diIdapat Imemberikannya Igambaran Iakan 

hal Idata Iprimer Iyang Idi dapatkanI, Imisal, Ibahan Ipustakaan Iberupa Ibuku 

Iserta IkajianI Iilmiah Iberkenaan akan Ihukum Imulai Idikaitkan Idengan Iobyek 

pengkajian tersebutI. IPengerahan data didalam I Istudi Ipustakaan, Idi lakukan 

Ipengkajian IIIdengan Icara mempelajari serta Imengerahkan Idata Iyang 

Idihubungankan Iakan Iobyek Ipengkajian. IData Itersebut Idi peroleh Idari Ibuku-

buku pustakaanI, Iaturan IperundangIanI, Isearching IinternetI, serta Idokumen 

dokumen lainI. Didalam IIhal Iini Ipenngkaji Imenngumpulkan Ibuku Iakan Idi 

butuhkan. IData Isekunder Idi kelompokkan Imenjadi Itiga Imacam Iyakni:  

1) Bahan hokum primer, bahan hokum primer merupakan bahan hokum 

akan hal mengikatkan ataupun bahan yang terkait erat beserta 

permasalahannya yang akan di teliti, yaitu: 

a. UUDNKRI 1945 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 i tentangi Peraturan Hukum 

Pidana. (KUHP) 

c. Undang-ndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab i iUndang-Undang 

Hukum Acara Pidanai. (KUHAP) 

d. Undang-Undangi iNo. 02 iTahuni 2002 tentangi iKepolisian 

Republik Indonesia i  
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e. Undang-Undangi iNo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

f. Perpresi No. i87 iTahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar i  

2) BahanI Hokum Isekunder, IBahan Ihokum IsekunderI, Iyakni Imenyerahkan 

Iataupun menjelaskan Iberkenaan akan Ibahan Ihukum IprimerI, Iyakni:  

a) BukuI-buku Iyang Ibersangkutan Idengan Ijudul Iserta Iperumusan 

masalahan Iyang Iakan Idi kaji Ididalam Ipengkajian Ikarya Iilmiah.  

b) HasilII Ipengkajian Iserta Ikarya Itulisan Iilmiah Iakan Isaling 

mengaitkan Ibersama-sama Ipenulisan Iskripsi Iini.  

c) Makalah ataupunI Iseminar Iyang dikaitkan Iakan Ipenulisan Iskripsi 

Iini. 

d) JurnalI Ihokum Iserta Iliteratur Iyang Iakan dikait Ididalam Ipenulisan 

Iskripsi. 

3.2.2. AlatI Pengumpul DataI 

Didalam  melaksanakan pengumpulkanI idataI ipeneliti Iimengenakan Iiberapa Iialat 

Iipengumpulan I idata Iiyang Iiakan Iidiuraikan Idibawah ini: 

1. DokumentasiiI 

iDokumentasiI Iimerupakan Iitehnik mengumpulkan Idata beserta Iperolehan 

Idokumen Iataupun Itex yang Iber isi Ihal Iakan diihubungan Idengan berIpokok 
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Imasalahan Iini, Iakan Iditeliti Ioleh Ipenulis Iyang Iinantinya diIdapat Idi olah Ioleh 

Ipeneliti Iiuntuk Iipenelitian ini. 

2. WawancaraiI 

WawancaraIi I imerupakan Iitehnik Iimengumpulkanan Iidata Iibersama 

Iimengerjakan tanyaIjawab Ilansung IIpada seorang IIataupun Iorang Iyang 

Ibersangkutan Ilansung Iakan Ipokok Ipermasalahan Ihingga Ipeneliti diIdapat 

Imenjumpai IjawabanIjawaban Iter kait Ihal Iyang Iakan Iditeliti Iagar Idi olah 

Imenjadi Idata. 

3.2.3. LokasiI Penelitian iI 

DidalamI melaksanakanI pengkajianI ini, Ipeneliti Imenerapkan Ilokasi penelitian 

langsung pada sumbernya data, guna untuk mempersempit penelitian ini atau 

membatasi ruang lingkup kajian ini hanya pada batas yang penulis tentukan, serta 

Iserupa Iuntuk Ipeneliti dapatkan Imemfokus Ipermasalahannya Idari Ipeneliti Ilebih rinci, 

efektif serta relevan. Didalam hal ini IpenelitiIpun Imenetapkan Ilokasi IIpenelitian yakni 

pada penelitian Idi Kepolisian Kepulauan Riau, khususnya di Polresta Barelang, 

BatamI. 

 

3.3. MetodeI Analisi I DataI 

iMetodeI Iiakan Iidi gunakan Iipeneliti Iidalam Iimelaksanakan Iianalisa Iidata iialah Iiserasi 

Ibeserta Imetodei Ipengkajian Iyangi Idi pilihi Ioleh Ipeneliti Iiyakni IiImIetode Iipenelitian 

Iiempiris Iadalah Iidengan Iimengumpulkan Iidata Iiyang Idi peroleh Ilansung Idari Ilapangan 
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Ihingga Idi olahi IdataIi Itersebut,i Iikemudian akan Idi sajikan Iserta Ijuga Idi coba Iuntuk Idi 

bandingkani Idengan Iipendapat Iipara Iahli, IiUndangI-IUndangI, Iserta IteoriI-Iteori Ihukum 

Iyang Idi pilih Ioleh IIpeneliti Iagar i Imenjadi Ilandasain Iyuridisi didalam I ipenelitian.(Ali, 

2015) 

 

3.4. Penelitian Terdahulu 

Dalam hal pengkajian penulisan karya ilmiah ini, penulis juga melakukan studi 

pada kepustakaan yang dengan cara memahami, membaca, dan lain-lain, juga pada 

penulisan skripsi ataupun jurnal yang berkaitannya dengan penulis kaji ini. Adapun 

karya ilmiah yang terlebih dahulu dikaji pada orang lain di lingkup universitas sendiri 

maupun di luar universitas Kota Batam itu sendiri, baik itu tulisan atau karya ilmiah, 

jurnal, penulisan dengan kepunyaan penulis menganggap memiliki daya kesamaan 

dalam judul-judul skripsi yang sudah ada maupun yang penulis sedang kaji 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

 

1. Epri Naldi Lendri (2017) “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi 

Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Pengelolah Kelapa Sawit Oleh Warga 

Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singing” Jurnal 

Online Mahasiswa Fakultas Hukum, ISSN: 2355-6781, Volume 4, Nomor 2, 

Tahun 2017.  Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau. 

Dengan rumusan masalah bagaimanakah peranan kepolisian dalam 

menanggulangi pungutan liar  terhadap sopir truk pengelolah sawit oleh warga 



46 
 

 

masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi? Apa 

kendala atau hambatan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap 

sopir truk pengelolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum 

Kepolisian Resor Kuantan Singingi? 

Sedangkan perbedaan antara dengan kepunyaan penulis yaitu Bagaimana 

peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga 

pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? 

Perbedaan yang mendasar pada kajian ini yaitu, pungutan liar terhadap 

sopir truk pengelolah sawit sedangkan penulis mengkaji pungutan liar pada 

lembaga pendidikan di Kota Batam sehingga tampak berbeda dengan jelas pada 

pembahasan tersebut. 

 

2. Sudarman (2018) “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada 

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar” Jurnal Unes Law 

Review, p-ISSN: 2654-3605, e-ISSN: 2622-7045, Volume 1, Nomor 2, Tahun 

2018. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Padang, Sumatra 

Barat. 

Adapun pada pokok kajian ini membahas permasalahan dengan rumusan 

masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar pada 
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Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di dinas perhubungan kabupaten Agam 

oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli)? Dan kendala-

kendala apakah yang dihadapi oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar 

(saber pungli) kabupaten Agam dalam menegakan hukum terhadap pungutan 

liar pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten 

Agam? 

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peran Kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 

Adapun tampak jelas dengan kajian dengan penulis yaitu penulis 

membahas tentang peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam, sedangkan yang menjadi 

sangatlah berbeda pembahasan dengan penulis yaitu pada pembahasan 

mengenai pungutan liar pada pengujian kendaran bermotor pada dinas 

perhubungan di kabupaten Agam, dalam hal ini jelas tampak perbedaan dengan 

kajian punya penulis. 

 

3. Yosua T.R. Pandjaitan, Mediasa, Edy Yunara, Eka Putra. (2019) “Aspek 

Hukum Pidana Pungutan Liar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi 

Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara” Jurnal USU LAW JOURNAL. ISSN: 
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2339-255X, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019. Program Studi Magister Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. 

Perbedaan mendasar dengan kepunyaan penulis yaitu dengan melihat dari 

perbedaan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah aturan hukum pungli 

dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana pelaksanaan penyidikan 

pungutan liar di POLDASU? Apa hambatan dan upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi terjadinya tindak pungutan liar di tingkat penyidikan 

POLDASU? 

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 

Focus kajian tersebut membahas tentang pungutan liar dalam peraturan 

perundang-undangan dan pelaksanaan penyidikan sedangkan perbedaan dengan 

focus kajian dengan penulis yaitu penulis membahas pada pungutan liar 

dilembaga pendidikan. 

 

4. Nizar Apriasyah (2018) “Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar 

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

Dan Integritas Aparatur” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. P-ISSN: 1978-

2292, E-ISSN: 2579-7425 Volume 12 Nomor 1. Tahun 2018. Pusat Pengkajian 

Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum 
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Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan. DKI Jakarta. 

Melihat perbedaan dalam kajian dengan penulis yaitu dengan melihat 

pada perumusan masalahnya adalah bagaimana peran UPP dalam melaksanakan 

program pemerintah untuk melaksanakan sapu bersih pungutan liar di 

lingkungan kemenkumham? Apa saja yang menjadi penghambat yang dialami 

UPP dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di lingkungan 

kemenkumham? Dan apakah peran UPP dalam mewujudkan akuntabilitas dan 

integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi? 

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 

Dari perbandingan di atas tampak perbedaannya jelas dengan punya 

penulis yang pada pokok pembahasannya yaitu dalam perlaksanaan program 

pemerintah sapu bersih pungutan liar di lingkungan kemenkumham sedangkan 

penulis membahas pada pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam. 

 

5. Iren Svinarky (2016) “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap 

Pungutan Liar” Jurnal Cahaya Keadilan. ISSN: 2339-1693. Volume 4. Nomor 

2 Tahun 2016. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan 

Humaniora, Universitas Putera Batam. 
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Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah tindakan 

pemerintah terhadap oknum yang masih diduga melakukan pungli? 

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan 

penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai tindakan pemerintah 

permasalahan pungutan liar sedangkan penulis membahas jelas pungutan liar di 

lembaga pendidikan Kota Batam serta peran dan kendala yang di hadapai 

kepolisian. 

6. Dila Qoriah (2020) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar 

Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari” Hukum 

Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin, Jambi. 

Skirpsi yang dibahas oleh Dila Qoriah yaitu mengenai bagaimana 

penerapan sanski atas pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau 

Puri Kabupaten Batang Hari dan membahas kendala dan solusi bagi pungutan 

liar.  Sedangakan perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan 

Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga 

pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam 
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menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? 

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan 

penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai penerapan sanksi pungutan liar 

sedangkan penulis membahas jelas peranan dari kepolisian untuk masalah 

pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta peran dan kendala yang 

di hadapai kepolisian. 

7. Andi Annisa Tenri Bintoeng (2018) “Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Pungutan Liar oleh penyelenggara pendidikan di sekolah menengah atas (studi 

kasus di Kota makassar 2015-2017)” Skripsi Hukum Pidana, di Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Sulawesi Selatan. 

Mengenai perbedaan dari penelitian terdahulu dengan kepunyaan Andi 

Annisa Tenri ini yaitu pembahsannya merujuk pada faktor penyebab terjadinya 

pungutan liar di sekolah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. 

Sedangkan perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan 

Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga 

pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota 

Batam? 

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan 

penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai tindakan Dinas Pendidikan 

permasalahan pungutan liar sedangkan penulis membahas Peranan dari 
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Kepolisian mengenai pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta 

kendala yang di hadapai kepolisian. 

 

 


